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Abstract 

 

Evidence is a crucial element in the criminal justice process because it serves as 
the basis for judges to determine whether a defendant is guilty. The evidentiary 
system in Indonesian criminal law is regulated by the Criminal Procedure Code 

(KUHAP), which adheres to a negative statutory system of proof. This system 
requires at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction before 

issuing a criminal verdict. This study aims to analyze the evidentiary system 
applicable in Indonesian criminal law, examine valid pieces of evidence according 
to the KUHAP, and examine the judge's role in the evidentiary process. The 

research method used is normative legal research with a statutory and conceptual 
approach, supported by a literature review. The results indicate that the negative 
statutory system of proof is able to provide a balance between legal certainty and 

the search for material truth. Valid evidence according to Article 184 of the 
KUHAP includes witness testimony, expert testimony, letters, clues, and the 
defendant's statement. Furthermore, developments in information technology have 

encouraged the recognition of electronic evidence as an important means of proof 
in handling modern crimes. Therefore, it is necessary to increase the capacity of 

law enforcement officers and update regulations that adapt to technological 
developments to ensure an effective, fair, and legally certain criminal justice 
process. 

 
Keywords: Evidence, Criminal Law, Evidence, Criminal Procedure Code 

 

Abstrak 

 

Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi 

hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian dalam hukum 

pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini mensyaratkan adanya sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia, mengkaji 

alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, serta menelaah peranan hakim dalam proses pembuktian. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif mampu memberikan keseimbangan antara kepastian 

hukum dan pencarian kebenaran materiil. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, perkembangan 

teknologi informasi telah mendorong pengakuan alat bukti elektronik sebagai sarana pembuktian yang 

penting dalam penanganan tindak pidana modern. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat 

penegak hukum serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan 

proses peradilan pidana yang efektif, adil, dan berkepastian hukum. 

 

Kata Kunci: Pembuktian, Hukum Pidana, Alat Bukti, KUHAP 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan 

utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu 

bidang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan 

masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana tidak dapat 

dipisahkan dari hukum acara pidana yang berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum 

pidana materiil melalui proses peradilan yang adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Salah satu aspek terpenting dalam hukum acara pidana adalah pembuktian. Pembuktian 

merupakan inti dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana karena menentukan apakah 

seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan. Melalui proses 

pembuktian, hakim memperoleh dasar untuk menilai kebenaran suatu peristiwa pidana yang 

didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Dengan kata lain, pembuktian menjadi sarana 

untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu 

tindak pidana yang terjadi. 

Pentingnya pembuktian dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip 

perlindungan hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan atau 

prasangka semata. Setiap tuduhan tindak pidana harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah 

menurut hukum. Hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan 

ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap. Oleh karena itu, pembuktian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan pidana. 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan mengenai pembuktian diatur secara 

khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama pada Pasal 183 dan 

Pasal 184. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut di 

Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk 

bewijs theorie), yaitu sistem yang menggabungkan penggunaan alat bukti yang sah menurut 

undang-undang dengan keyakinan hakim. 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dianggap mampu memberikan 

keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, hakim tidak dapat menjatuhkan 

putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Di sisi 

lain, keberadaan alat bukti yang sah juga belum cukup apabila tidak menimbulkan keyakinan dalam 

diri hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, sistem ini berupaya mencegah 

terjadinya kesewenang-wenangan sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta-

fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dan rasional. 



 

7240 

 
  
 
 

 

https://jicnusantara.com/index.php/jicn  

Vol : 3 No: 3, Juni - Juli 2026  

E-ISSN : 3046-4560 

Selain mengatur sistem pembuktian, KUHAP juga menentukan jenis-jenis alat bukti yang 

sah dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti 

tersebut memiliki fungsi dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana. Hakim harus mampu menilai hubungan antara alat-alat bukti tersebut secara cermat 

untuk memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu tindak pidana telah terjadi. 

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pembuktian dalam hukum pidana menghadapi 

berbagai tantangan baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai 

bentuk tindak pidana modern, seperti kejahatan siber, penipuan elektronik, pencucian uang berbasis 

teknologi, serta berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut sering kali 

meninggalkan jejak dalam bentuk data elektronik yang berbeda dengan alat bukti konvensional. 

Kondisi ini menuntut adanya pengakuan dan pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan alat 

bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. 

Perkembangan alat bukti elektronik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

upaya pembuktian tindak pidana. Rekaman kamera pengawas (CCTV), surat elektronik (e-mail), 

pesan singkat, percakapan melalui media sosial, serta berbagai bentuk dokumen elektronik lainnya 

kini sering digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun demikian, penggunaan alat 

bukti elektronik juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti masalah keaslian data, 

keamanan informasi, serta mekanisme verifikasi terhadap bukti digital tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti 

elektronik dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

Di samping perkembangan teknologi, praktik pembuktian dalam perkara pidana juga sering 

menghadapi berbagai kendala. Tidak jarang terjadi kesulitan dalam menghadirkan saksi, 

memperoleh alat bukti yang cukup, atau membuktikan keterlibatan pelaku dalam suatu tindak 

pidana. Dalam beberapa kasus, keterbatasan alat bukti dapat menghambat proses penegakan hukum 

dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk 

memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi dalam mengumpulkan, memeriksa, serta 

menilai alat bukti yang tersedia. 

Peranan hakim dalam proses pembuktian juga sangat menentukan keberhasilan penegakan 

hukum pidana. Hakim tidak hanya bertugas menerima dan menilai alat bukti yang diajukan oleh 

para pihak, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk bersikap 

independen, objektif, dan bebas dari segala bentuk tekanan maupun pengaruh pihak lain. Dengan 

demikian, putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan berdasarkan fakta dan 

hukum yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian memiliki kedudukan yang 

sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi 

manusia dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem pembuktian dan alat 

bukti dalam hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami efektivitas 

penerapan hukum acara pidana dalam menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan yang 

terjadi di masyarakat. 
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Penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai sistem pembuktian yang 

berlaku dalam hukum pidana Indonesia, jenis-jenis alat bukti yang sah menurut KUHAP, peranan 

hakim dalam proses pembuktian, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan 

pidana. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 

pembuktian sebagai salah satu unsur fundamental dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber 

bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan, khususnya KUHAP dan peraturan terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa buku, 

jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia 

hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum dan 

pendapat para ahli yang relevan dengan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Pembuktian 

Pembuktian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam proses peradilan pidana. 

Pembuktian berfungsi sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil mengenai suatu tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui proses pembuktian, hakim memperoleh dasar 

yang kuat untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Oleh 

karena itu, pembuktian memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana. 

Secara umum, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meyakinkan hakim 

mengenai kebenaran suatu peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam persidangan. 

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian bertujuan untuk mencari 

dan menemukan kebenaran materiil sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan 

keadilan. 

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan oleh undang-undang serta cara penggunaannya dalam membuktikan kesalahan 

terdakwa di muka persidangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya 

berkaitan dengan alat bukti yang digunakan, tetapi juga tata cara penggunaannya sesuai dengan 

hukum acara pidana. 

Pembuktian memiliki hubungan yang erat dengan asas praduga tidak bersalah. Setiap orang 

yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada 

penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti yang sah. Dalam 

konteks ini, pembuktian menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia agar seseorang tidak 

dipidana tanpa dasar yang kuat dan sah menurut hukum. 

Selain itu, pembuktian juga memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum. Dengan 

adanya mekanisme pembuktian yang jelas, setiap putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan 
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secara hukum. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan 

semata, melainkan harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 

Tujuan Pembuktian 

Tujuan utama pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran 

materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu tindak 

pidana yang terjadi. Berbeda dengan kebenaran formal yang hanya didasarkan pada fakta-fakta 

yang diajukan oleh para pihak, kebenaran materiil menuntut hakim untuk menggali dan menemukan 

fakta yang sesungguhnya. 

Selain mencari kebenaran materiil, pembuktian juga bertujuan untuk menentukan kesalahan 

terdakwa. Dalam perkara pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti 

secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi dasar utama 

dalam penjatuhan pidana. 

Pembuktian juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya aturan 

mengenai alat bukti dan tata cara pembuktian, setiap proses peradilan dapat berlangsung secara 

teratur dan dapat diprediksi. Kepastian hukum sangat penting agar masyarakat memiliki 

kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. 

Tujuan lainnya adalah melindungi hak asasi manusia. Melalui mekanisme pembuktian yang 

ketat, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pidana dapat diminimalkan. 

Seseorang tidak boleh kehilangan kebebasannya hanya berdasarkan dugaan atau tuduhan yang tidak 

dapat dibuktikan. 

Selain itu, pembuktian bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan tidak hanya 

ditujukan bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban, masyarakat, dan negara. Putusan yang didasarkan 

pada pembuktian yang benar akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam 

perkara pidana. 

Asas-Asas Pembuktian 

1. Asas Praduga Tidak Bersalah 

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum acara pidana. 

Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus 

dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Dengan adanya asas ini, negara tidak boleh memperlakukan seseorang sebagai pelaku 

kejahatan sebelum kesalahannya terbukti. 

2. Asas Persamaan di Hadapan Hukum 

Asas persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jabatan, 

maupun latar belakang lainnya. Dalam proses pembuktian, semua pihak memperoleh 

perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti. 

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 
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Asas ini bertujuan agar proses pembuktian berlangsung secara efektif dan efisien. 

Pembuktian yang berlarut-larut dapat menghambat tercapainya keadilan dan menimbulkan 

kerugian bagi para pihak yang berperkara. 

Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana 

1. Sistem Pembuktian Positif 

Sistem pembuktian positif merupakan sistem yang hanya mendasarkan putusan hakim 

pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim wajib 

menjatuhkan putusan apabila alat bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi, meskipun hakim 

belum sepenuhnya yakin terhadap kesalahan terdakwa. 

Kelebihan sistem ini adalah memberikan kepastian hukum karena hakim terikat pada 

ketentuan undang-undang. Namun, kelemahannya adalah mengabaikan keyakinan hakim 

yang sebenarnya sangat penting dalam menemukan kebenaran. 

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 

Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan kesalahan 

terdakwa berdasarkan keyakinannya. Hakim tidak terikat pada jenis atau jumlah alat bukti 

tertentu. 

Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menilai fakta-fakta 

persidangan. Namun, kelemahannya adalah berpotensi menimbulkan subjektivitas dan 

kesewenang-wenangan. 

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Logis 

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap menjadi dasar utama, tetapi harus didukung oleh 

alasan yang logis dan rasional. Hakim wajib menjelaskan dasar-dasar pertimbangannya dalam 

putusan. 

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam sistem ini, hakim hanya dapat 

menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim 

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah. 

Sistem ini dianggap sebagai perpaduan yang ideal antara kepastian hukum dan keadilan 

karena menggabungkan unsur objektif berupa alat bukti dengan unsur subjektif berupa 

keyakinan hakim. 

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana 

1. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara 

pidana. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana 

yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. 
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Keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah dan disampaikan di persidangan. 

Dalam hukum acara pidana berlaku prinsip Unus Testis Nullus Testis, yaitu satu orang saksi 

saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

2. Keterangan Ahli 

Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian 

khusus dalam bidang tertentu. Keterangan ahli bertujuan membantu hakim memahami aspek 

teknis yang tidak dapat dipahami secara umum. 

Contoh ahli yang sering dihadirkan dalam persidangan adalah dokter forensik, ahli 

balistik, ahli digital forensik, dan ahli psikologi forensik. 

3. Surat 

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memiliki relevansi dengan perkara yang 

diperiksa. Surat dapat berupa akta autentik, surat resmi, berita acara pemeriksaan, maupun 

dokumen lainnya yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. 

Kekuatan pembuktian surat bergantung pada keaslian, legalitas, dan relevansinya 

terhadap perkara yang sedang diperiksa. 

4. Petunjuk 

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya 

menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh 

dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 

Petunjuk memiliki peran penting dalam membantu hakim menyusun rangkaian fakta 

sehingga memperoleh keyakinan mengenai suatu perkara. 

5. Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan mengenai 

perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri. Keterangan terdakwa tidak cukup 

untuk membuktikan kesalahannya tanpa didukung alat bukti lain. 

6. Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana 

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk alat bukti 

elektronik yang kini banyak digunakan dalam proses peradilan pidana. Dasar hukum 

penggunaan alat bukti elektronik terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Bentuk alat bukti elektronik meliputi surat elektronik (e-mail), rekaman CCTV, pesan 

WhatsApp, data komputer, hasil percakapan digital, dan rekaman suara. Alat bukti elektronik 

memiliki keunggulan karena mampu merekam fakta secara lebih akurat dan mudah ditelusuri. 

Namun demikian, alat bukti elektronik juga memiliki kelemahan karena rentan terhadap 

manipulasi dan pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan forensik digital untuk 

memastikan keaslian dan integritas data yang digunakan sebagai alat bukti. 
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7. Peranan Hakim dalam Pembuktian 

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hakim bertugas 

menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menguji kebenaran fakta yang terungkap di 

persidangan, menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, serta menjatuhkan putusan 

yang adil. 

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap objektif, independen, profesional, 

dan tidak memihak. Hakim juga harus mampu menilai hubungan antara alat-alat bukti yang 

diajukan sehingga dapat memperoleh keyakinan yang didasarkan pada fakta dan hukum. 

8. Kendala dalam Pembuktian Pidana 

Dalam praktik peradilan pidana, proses pembuktian sering menghadapi berbagai kendala. 

Salah satunya adalah keterbatasan alat bukti. Banyak tindak pidana dilakukan secara 

tersembunyi sehingga sulit memperoleh bukti yang memadai. 

Kendala lainnya adalah saksi yang tidak kooperatif. Tidak sedikit saksi yang enggan 

memberikan keterangan karena takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Selain 

itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan 

perkembangan regulasi hukum. 

Kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani alat bukti digital juga 

menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Di samping itu, adanya intervensi dan tekanan 

dalam perkara tertentu dapat memengaruhi objektivitas proses pembuktian. 

9. Analisis 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut Indonesia 

merupakan sistem yang relatif ideal karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan 

keadilan. Sistem ini tidak memberikan kebebasan mutlak kepada hakim, tetapi juga tidak 

membatasi hakim secara berlebihan. 

Meskipun demikian, perkembangan kejahatan modern menuntut adanya pembaruan 

dalam hukum pembuktian, khususnya terkait alat bukti elektronik. Regulasi yang lebih 

komprehensif diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan 

bahwa alat bukti digital dapat digunakan secara efektif tanpa mengabaikan perlindungan hak 

asasi manusia. 

Selain pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga sangat 

diperlukan. Kemampuan dalam bidang forensik digital, analisis data elektronik, dan teknologi 

informasi harus terus ditingkatkan agar proses pembuktian dapat berjalan secara efektif dan 

akurat. Dengan demikian, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

dapat tercapai secara optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pembuktian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam proses peradilan pidana 

karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tanpa 

adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Oleh karena 
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itu, pembuktian memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, 

keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs 

theorie). Sistem ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim 

sebelum menjatuhkan putusan pidana. Sistem tersebut merupakan kombinasi antara kepastian 

hukum yang bersumber dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim 

yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, sistem ini berupaya 

menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang semata-mata didasarkan pada keyakinan 

subjektif hakim maupun hanya berdasarkan formalitas alat bukti tanpa adanya keyakinan yang kuat. 

Selanjutnya, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP terdiri atas keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki 

fungsi dan nilai pembuktian yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya mengungkap 

kebenaran materiil. Dalam perkembangannya, alat bukti elektronik juga semakin sering digunakan 

dalam proses pembuktian perkara pidana, terutama pada tindak pidana yang berkaitan dengan 

teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran alat bukti elektronik menunjukkan bahwa sistem 

pembuktian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

Peranan hakim dalam proses pembuktian sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum 

pidana. Hakim tidak hanya bertugas menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga 

harus menguji kebenaran fakta yang terungkap dalam persidangan serta membentuk keyakinan 

berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap objektif, 

independen, profesional, dan tidak memihak agar putusan yang dijatuhkan benar-benar 

mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. 

Meskipun sistem pembuktian yang berlaku saat ini telah memberikan dasar hukum yang 

cukup jelas, praktik pembuktian pidana masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut 

antara lain keterbatasan alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, perkembangan teknologi yang lebih 

cepat dibandingkan regulasi hukum, kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam 

menangani alat bukti digital, serta adanya tekanan atau intervensi dalam perkara tertentu. Berbagai 

kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas proses pembuktian dan berpotensi menghambat 

tercapainya tujuan penegakan hukum. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembuktian memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembuktian tidak hanya berfungsi untuk 

menentukan kesalahan terdakwa, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin tegaknya keadilan, 

kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan sistem 

pembuktian perlu terus dilakukan agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring 

dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pembuktian dalam hukum pidana 

Indonesia. 
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Pertama, diperlukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi yang mengatur pembuktian 

pidana agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan yang 

lebih jelas mengenai penggunaan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti elektronik sangat 

diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari perbedaan penafsiran dalam 

praktik peradilan. 

Kedua, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan, 

khususnya dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital. Polisi, jaksa, hakim, maupun 

tenaga ahli harus memiliki kemampuan yang memadai dalam mengidentifikasi, mengamankan, 

memeriksa, dan menilai alat bukti elektronik sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara 

efektif dan akurat. 

Ketiga, perlindungan terhadap saksi dan korban perlu diperkuat. Banyak perkara pidana yang 

mengalami hambatan pembuktian karena saksi merasa takut memberikan keterangan akibat adanya 

ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan saksi dan 

korban harus terus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan keterangan secara bebas dan jujur 

di depan persidangan. 

Keempat, optimalisasi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana perlu 

terus didorong. Mengingat semakin banyak tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital, 

maka keberadaan alat bukti elektronik harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting 

dalam mengungkap kebenaran materiil. Namun demikian, penggunaan alat bukti elektronik harus 

tetap memperhatikan prinsip legalitas, keaslian data, serta perlindungan hak asasi manusia. 

Pada akhirnya, keberhasilan sistem pembuktian tidak hanya bergantung pada kualitas 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada integritas dan profesionalisme aparat penegak 

hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pembaruan regulasi, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan sistem pembuktian 

dalam hukum pidana Indonesia dapat semakin efektif dalam mewujudkan keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. 
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